PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2009

o TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Mehimbang . a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32

Mengingat

-

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) be.rsama
Bupati Gianyar telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1/01-F/Hk/2009 Tanggal 5 Januari
2009 tentang Evaluasi Rancangah Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2009,
bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf &, dilakukan agar
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan per;lturan
perundang - undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009,

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat li dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1958
Nomof 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1855);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1885 tentang pajak Bumi dan Bangunan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1885 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048); ‘

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perclehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor
44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana
telah diubah dengan Uandang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Négara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggu'ngjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahur; 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indconesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2008 fentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomeor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoier dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indbnesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503},

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran' Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

]
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesta Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007,

F’erat!uran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2006 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal
Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor
8).

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 9},

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :



1. Pendapatan Daerah Rp 652.453.018.614,50
2. Belanja Daerah Rp 720.199.834.493,68
. Defisit Rp 67.746.815.879,18

3. Pembiayaan Daerah ;

a. Penerimaan Rp 76.092.302.088,18
b. Pengeluaran Rp 8.345.486.209,00
()
Pembiayaan Netto Rp 67.746.815.879,18
()
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp 0,00
Pasal 2

i

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 886.533.558.614,50
- b. Dana perimbangan sejumlah Rp 476.757.750.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 89.161.710.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a terdiri dari jenis
Pendapatan : )
a. Pajak Daerah sejumiah Rp 45.301.723.260,50
b. Retribusi daerah sejumlah Rp 14.526.271.854,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumiah Rp 3.100.00.0.000,00
d. Lain-lain pengfapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 23.605.563.500.00

(3) Dana perimbangan' sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 23.538.780.000,00
b. Dana alokast umum sejumiah Rp 393.604.970.000,00
c. Dana ailokasi khusus sejumtah Rp 59.614.000.000,00

{4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp  700.000.000,00
b. Dana darurat sejumliah Rp 0,00
¢. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 28.514.067.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 54.152.228.000,00
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e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah '
lainnya sejumiah Rp 5.795.415.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 456.205.197.167,68
b. Belanja Langsuﬁg sejumlah Rp 263.994.637.326,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

_ belanja :
Belanja pegawai sejumiah Rp 396.608.619.577,68
Belanja bunga sejumiah Rp 3.058.120.120,00
Belanja subsidi sejumlah Rp 1.020.000.000,00
Belanja hibah sejumlah Rp 13.516.188.000,00
Belanja bantuan sosial sejumiah Rp 6.655.000.000,00
Belanja bagi hasil sejumlah Rp 2.576.616.670,00
Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 31.770.652.800,00
Belanja tidak terduga sejumlah Rp 1.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp 29.644.411.252,00

b. Belanja barang dan jasa sejumiah Rp 67.755.286.599,00

c. Belanja modal sejumlah Rp 166.585.005.475,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;
a. Penerimaan sejumlah Rp 76.092.302.088,18
b. Pengeluaran sejumlah Rp 8.345.486.209,00

Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (Sil.LPA) sejumlah Rp 76.082.302.088,18
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp -
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp -
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp -
f. Penerimaan piutang daerab sejumlah Rp - .
q.

Penarikan kembali penyertaan modal pemda Rp -



{3) Pengeluaran sebabaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp -
b. Penyertaan modai (investasi) pemerintah daerah sejumiah Rp 2.000.000.000.00
. ¢. Pembayaran pokck utang sejumiah Rp 6.345.486.209.00
 d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp -
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam L_ampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran{ Ringkasan APBD;
2. Lampiran !l Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran il Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran lV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, QOrganisasi,
Program dan Kegiatan;

5 LampiranV  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VIl Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIIl Daftar penyertaan modal {investasi) daerah;

8. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12, Lampiran XIl Daftar dana cadangan daerah ;dan

13. Lampiran Xlli Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
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f Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasai 7

Peraturan Daerah ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2009
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 6 Januari 2009

BUPATI GIANYAR,

§
A

%TJOK KA ARTHA ARDHANA SUKAWATI / ?

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 6 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

OKORUA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2009 NOMOR 1



